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GUBERNUR PAPUA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

a. bahwa penjabat Gubernur Papua Selatan berkewajiban

1.

melakukan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua

Selatan.

_bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, semua penerimaan daerah dan
pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan

dalam APBD.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b,

perlu  menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Selatan Tahun Anggaran 2024.

Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);




2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

3.

tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);




s

10.

o

12,

13.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil
pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);




14.

1.

16.

L,

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan
Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021
tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang




Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah  serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Opcraional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka
Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 41);

27.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Tunjangan Khusus Provinsi Papua;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-170
Tahun 2024 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan
Gubernur Papua Selatan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2024




Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1;
2.

10.

11,

12,

13.

Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Papua
Selatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih Tahun Anggaran berkenaan.
Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran
berkenaan.

Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan
Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.

Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan
Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup
defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan
secara bruto dalam APBD.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran
yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan
dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan
sctelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun
anggaran tertentu.

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode

anggaran.




Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan

c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp1.661.257.991.893,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah,;

b. Belanja Daerah

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a direncanakan sebesar Rp145.342.910.893,00;

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
direncanakan sebesar Rp1.492.915.081.000,00;

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah secbagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,00;

(4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Pendapatan Hibah dari
Pemerintah Daerah sebesar Rp23.000.000.000,00.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp1.910.601.605.605,00 yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.
Pasal 6
(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp1.219.739.545.447,00

yang terdiri atas:




(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;

d. Belanja Subsidi;

&

Belanja Hibah; dan

f. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp236.976.888.228,00;

Belanja Barang dan Jasa scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp923.847.760.474,00;
Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00;

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp840.000.000,00;

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp57.424.896.745,00; dan

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp650.000.000,00.

Pasal 7

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf b direncanakan sebesar Rp476.013.499.156,00 yang
terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.642.615.690,00;

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp2.566.850.075,00;

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp424.654.033.391,00;

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00.




Pasal 8

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp23.049.828.741,00.

Pasal 9

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufd
direncanakan sebesar Rp191.798.732.261,00.

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp249.343.613.712,00.

Pasal 11

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Gubernur
dapat melakukan perubahan anggaran melalui perubahan
Peraturan Gubernur, yang selanjutnya ditampung dalam laporan
realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah

dan/atau masyarakat.




Pasal 12

‘Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 13

(1) Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan
‘perundang-undangan .

(2) Pengeluaran Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur tentang
Pengeluaran Kas Mendahului APBD menjadi bagian yang

diperhitungkan dalam pelaksanaan peraturan Gubernur ini.
Pasal 14
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 29 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN




